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INTI SARI

Judul penelitian ini adalah Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kedudukan
Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Penelitian ini juga
melakukan kajian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan
kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Serta
memberikan upaya mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidakjelasan
kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertitik
fokus pada Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia .
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-
undangan, dengan mengkaji teori Demokrasi, teori Desentralisasi, teori self
governing community dan teori Lokal self government dalam kaitanya dengan
Kedudukan Desa dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Kedudukan Desa dalam
Sistem Ketatanegaraan Republik indonesia setelah dianalisis hasilnya
menunjukkan bahwa, pemerintah Desa secara administratif berada dibawah
pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diperkuat dengan asas rekognisi yaitu
pengakuan terhadap hak asal usul , desa diakui keberadaannya oleh negara
sebagai suatu organisasi pemerintahan, desa diakui keberadaannya oleh negara
sebagai satuan pemerintahan yang paling kecil, sehingga desa dibiarkan tumbuh
dan berkembang diluar susunan Negara.Yang menjadi faktor-faktor yang
menyebabkan ketidakjelasan kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan
Republik Indonesia adalah masalah pengakuan keragaman dan adanya dualisme
pengaturan antara Adat (self governing community) dengan Pemerintahan Desa
(Lokal self government). Upaya mengatasi faktor-faktor tersebut  yaitu
menyempurnakan dual positions desa, yang menempatkan secara tegas desa
sebagai organisasi pemerintahan. Artinya bahwa desa berada dalam wilayah
kabupaten/kota, sebagaimana kabupaten/kota berada dalam wilayah provinsi, dan
provinsi berada dalam wilayah NKRI. Kedudukan desa tetap berada dalam
hirarkhi pusat, provinsi dan kabupaten, tetapi desa sebagai entitas berada di luar
sistem pemerintahan kabupaten/kota, sehingga desa juga mempunyai otonomi.
Hubungan antara kabupaten/kota dengan desa serupa dengan hubungan antara
provinsi dengan kabupaten/kota.

Kata-kata kunci : Kedudukan, Desa, Sistem Ketatanegaraan, Republik
Indonesia

Vi



ABSTRACT

The title of this research is the Status of the Village in the Constitutional
System of the Republic of Indonesia. This study aims to assess the position of the
village on the constitutional system of the Republic of Indonesia. This research also
conducts to review the factors that lead to an uncertainty of village position in the
constitutional system of the Republic of Indonesia. Finally, the research gives efforts
to overcome the factors that lead to an uncertainty of village position in the
constitutional system of the Republic of Indonesia. The method used in the research
Is normative legal research that focuses on the status of the village in the
constitutional system of the Republic of Indonesia. The approach used in the research
is the approach of legislation, by reviewing the theory of Democracy,
Decentralization theory, the theory of self-governing community and local self-
government theory in relation to the status of the village in the constitutional system
of the Republic of Indonesia. Collecting data is done through literature study. After
analyzing Village position in the constitutional system of the Republic of Indonesia,
the results show that the government administrative village is under the Regency/City
Administration. It is reinforced by the principle of recognition, namely the
recognition towards the right of the origin, the existence of the village is recognized
by the Government as a government organization, the existence of the village is
recognized by the state as the smallest unit of government, so the village is allowed to
grow and flourish outside the state structure. The factors which cause uncertainty of
the village position in constitutional system of the Republic of Indonesia are the
problem in recognizing diversity and the dualism between Indigenous settings (self-
governing community) with the Village Government (Local self-government). The
efforts to overcome those factors are enhancing the village dual positions which put
firmly village as government organizations. It means that the village is in the district /
city, as district / city located in the province, and the province is located in the
Homeland. The village position remains in the central hierarchy, provincial and
district, but the village as an entity is outside the system of the county / city, and the
village also has autonomy. The relationship between the district / city with the village
is similar to the relationship between the province and district / city.

Key words: Position, village, constitutional system, the Republic of Indonesia
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